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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No 105 terhadap 
pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Surya Maspul 
Belajen. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif komparatif. Data penelitian ini diperoleh adalah data primer yang 
dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak khususnya 
bagian pembiayaan. Adapun, data sekunder  diperoleh dengan cara telaah 
pustaka dan literature ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
penerapan pembiayaan mudharabah oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Surya 
Maspul Belajen telah sesuai dengan PSAK No. 105.   
 
Kata kunci: Sistem Pembiayaan, Pembiayaan Mudharabah, PSAK 105. 
 
This research aims to analyze the implementation PSAK No. 105 on Mudharabah 
financing in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen. This research 
is a qualitative research with descriptive comparative approach. Data used in this 
research is primary data were taken by observation and direct interview with 
financing department. Whereas secondary data were taken by literary review, 
and other scientific literatures. The result show that the implementation of 
mudharabah financing in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen is 
conform to PSAK No 105. 
 
Keywords: Financing System. Mudharabah Financing, PSAK 105. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 
Aturan ekonomi yang ada dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, telah mengatur 
sistem ekonomi dengan teliti melalui nilai-nilainya yang universal, yaitu bahwa 
setiap transaksi ekonomi (muamalah) harus didasarkan pada asas kejujuran, 
keadilan, toleransi dan suka sama suka, baik dalam perdagangan, kerjasama 
(sharing) ataupun semua aspek ekonomi. Indikasinya bisa dilihat dari 
dibolehkannya sistem barter (materi dan manfaat), baik melalui jual beli, sewa 
menyewa, pegadaian, kerja sama dan lainnya. Islam juga telah memberikan 
kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan transaksi ekonomi (selama 
tidak melanggar nilai-nilai universal islam) bahkan menyuruh untuk terus dinamis 
dalam menciptakan kemudahan transaksi melalui beberapa instrumen agar 
selalu update dan valid dengan perubahan waktu dan tempat. Disamping itu 
juga, meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya 
kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan cerminan dari kesadaran umat 
islam terhadap hukum islam.  
Beberapa tahun belakangan ini pengkajian, pemikiran, dan diskusi 
tentang ekonomi islam semakin sering terjadi, dan hal ini berpengaruh besar 
terhadap sistem ekonomi syariah pada umumnya dan lembaga keuangan 
syariah pada khususnya. Seperti yang kita ketahui, lembaga keuangan adalah 
salah satu alat yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi. 
Begitu pula dengan lembaga keuangan syariah, dimana lembaga inilah yang 
menjadi salah satu alat dalam penegakkan aturan-aturan islam yang akan 
 memberikan sumbagan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi 
masyarakat, penciptaan iklim bisnis yang lebih baik dan lepas dari praktek 
kecurangan. Pengaruh tersebut terlihat pada meningkatnya jumlah lembaga 
keuangan syariah baik yang berbentuk bank ataupun nonbank. Di Indonesia 
sendiri, untuk tahun 2010 telah tumbuh lebih dari 25 Lembaga Perbankan 
Komersial Syariah, lebih dari 100 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), 
perusahaan penerbit saham dan obligasi syariah atau sukuk yang telah menarik 
perhatian pasar sehingga penerbitan sukuk negara pun habis terjual bahkan 
tidak kurang dari 4000 BMT telah tersebar di seluruh Indonesia. 
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah informal 
yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi 
pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan sistem syariah. 
Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-
prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 
islam antara BMT dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau 
pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 
dengan syariah. Dalam menjalankan prinsip syariahnya, BMT syariah juga harus 
menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling 
menguntungkan baik bagi BMT maupun bagi nasabah yang merupakan pilar 
dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan BMT 
harus disediakan dengan baik agar mampu memberikan nilai tambah dalam 
meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang 
berlandaskan pada Al Qur’an dan Al Hadits.  
BMT sebagai lembaga keuangan syariah juga berfungsi sebagai suatu 
lembaga intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada 
masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk BMT 
 syariah di antaranya adalah produk pendanaan, produk pembiayaan, produk 
jasa, dan produk sosial. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, 
BMT menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan 
penyaluran dana, BMT memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan 
investasi. 
Menurut Antonio (2001:160), pembiayaan merupakan salah satu tugas 
pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi 
kebutuhan pihak-pihak yang defisit unit. Bentuk pembiayaan BMT berdasarkan 
prinsip syari’ah antara lain adalah: murabahah yaitu prinsip jual beli barang pada 
harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, salam yaitu 
pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya 
dilakukan di muka, istishna’ yaitu pembelian barang yang dilakukan dengan 
kontrak penjualan yang disepakati, ijarah adalah akad pemindahan hak guna 
atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri, 
mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 
pertama (shahibul mal) menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi 
pengelola, musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 
dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama 
sesuai dengan kesepakatan, kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh BMT 
(penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua 
(pihak yang ditanggung), hawalah yaitu pengalihan hutang dari orang yang 
berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, dan qardh yaitu 
pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali.  
 Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh Baitul Maal wat 
Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen dalam pelaksanaan prinsip bagi hasil 
adalah pembiayaan Mudharabah. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi 
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi 
kerugian maka rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut 
tidak disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola. Dan jika kerugian tersebut 
diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka pengelola 
tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 
BMT sebagai lembaga keuangan syariah memerlukan akuntansi yang 
berdasarkan syariah. Akuntansi syariah yang dikembangkan antara lain 
berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan transaksi, 
pengungkapan hak dan kewajiban secara adil serta sistem pembagian hasil dari 
suatu usaha yang dijalankan oleh beberapa pihak tertentu. Hal ini memiliki 
implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional 
dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Allah SWT berfirman dalam 
Al-Qur’an: 
ٍضاَﺮَﺗ ْﻦَﻋ ًةَرﺎَﺠِﺗ َنﻮُﻜَﺗ ْنَأ ﺎﱠﻟِإ ِﻞِﻃﺎَﺒْﻟﺎِﺑ ْﻢُﻜَﻨْﯿَﺑ ْﻢُﻜَﻟاَﻮْﻣَأ اﻮُﻠُﻛْﺄَﺗ ﺎَﻟ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا ﺎَﮭﱡﯾَأﺎَﯾ  َنﺎَﻛ َﮫﱠﻠﻟا ﱠنِإ ْﻢُﻜَﺴُﻔﻧَأ اﻮُﻠُﺘْﻘَﺗ ﺎَﻟَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ
 ًﻢﯿِﺣَر ْﻢُﻜِﺑ ......  
Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan 
dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S An-Nisa: 29) 
َﺑ ْﺐُﺘْﻜَﯿْﻟَو ُهﻮُﺒُﺘْﻛﺎَﻓ ﻰﻤَﺴُﻣ ٍﻞَﺟَأ ﻰَﻟِإ ٍﻦْﯾَﺪِﺑ ْﻢُﺘﻨَﯾاَﺪَﺗ اَذِإ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا ﺎَﮭﱡﯾﺎَﯾلْﺪَﻌْﻟﺎِﺑ ٌﺐِﺗﺎَﻛ ْﻢُﻜَﻨْﯿ.....  
Artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
 menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu 
menuliskannya dengan benar” (Qs. Al Baqarah:282). 
BMT Surya Maspul Belajen didirikan berawal dari rasa keperhatinan oleh  
para tokoh agama yang ada di Kabupaten Enrekang terhadap perilaku 
masyarakat yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariah islam dalam 
bermuamalah. Perilaku tersebut seperti semakin maraknya pola pinjaman yang 
mengandalkan akad riba yang sangat tegas dilarang oleh syariat islam. Para 
tokoh agama berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab 
permasalahan tersebut. Akhirnya ditemukan gagasan untuk mendirikan usaha 
bersama yang mengarah pada pendirian lembaga keuangan syariah. Disamping 
itu juga, mayoritas masyarakat di Kabupaten Enrekang beragama islam, jadi 
dengan pendirian lembaga keuangan syariah diharapkan umat muslim yang ada 
di Kabupaten Enrekang menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai wadah 
pelaksanaan ekonomi syariah yang dapat mengangkat dan menolong 
masyarakat khususnya masyarakt bawah yang ekonominya masih dalam 
kelompok mikro. Setelah diadakan diskusi, maka diambil suatu keputusan untuk 
mendirikan lembaga keuangan syariah yang diberi nama Baitul Maal wat-tamwil 
Surya Maspul Belajen yang berkedudukan di Belajen Kecamatan Alla. Pendirian 
BMT Surya Maspul Belajen diawali dengan rapat pembentukan di belajen pada 
tanggal 24 oktober 1998. Secara resmi BMT Surya Maspul Belajen memperoleh 
izin operasional dari Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten 
Enrekang pada tanggal 15 maret 2004. Dengan nomor Badan Hukum: 99/KEP-
BH/PPR/III/2004 tanggal 15 Maret 2004. BMT Surya Maspul Belajen terletak di 
kompleks pasar sentral sudu-belajen. 
Pada penerapan prinsip syariah, tentu memiliki sistem perlakuan 
akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada 
 umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, 
terutama pembiayaan mudharabah harus disesuaikan dengan peraturan 
perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur, selain prosedur 
pembiayaan standar yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan. Lembaga 
keuangan syariah menggunakan PSAK 59 yang telah menjadi standar baku bagi 
operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia, revisi PSAK 59 yaitu PSAK 
101-106 tahun 2007 yang mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah dan 
PAPSI 2003 sebagai standar pengukurannya. Dan adapun, yang menjadi 
landasan bagi ketentuan dan peraturan adalah fatwa yang dikeluarkan oleh 
Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Penerapan standar-standar 
tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal 
lembaga keuangan syariah, maupun untuk menjamin kesesuaiannya dengan 
syariat Islam. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 105 Terhadap 
Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Surya Maspul 
Belajen.” 
 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana sistem pembiayaan  mudharabah pada Baitul Maal wat 
Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen? 
 2. Apakah penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal 
wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen telah sesuai dengan PSAK 105? 
 
1.3 TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui sistem pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal wat 
Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen.  
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan 
mudharabah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen 
dengan PSAK 105. 
 
1.4 MANFAAT PENELITIAN 
Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: 
1. Bagi Penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 
mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan, 
khususnya pembiayaan mudharabah. 
2. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Baitul Maal 
wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan dalam 
menentukan kebijakan pada masa yang akan datang. 
 
 
 3. Bagi pihak-pihak lain 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak 
lain yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan 
referensi untuk penelitian selanjutnya. 
 
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 
Bab I Pendahuluan 
Pada bab I dipaparkan tentang latar belakang permasalahan, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
 Bagian ini menguraikan berbagai teori yang relevan dengan penelitian 
mulai dari pengertian lembaga keuangan syariah, pengertian BMT, prinsip dan 
fungsi BMT, pengertian sistem pembiayaan dan jenis-jenis pembiayaan, dan 
akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105. 
Bab III Metodologi Penelitian 
Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis 
dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 
Bab IV Analisis dan Pembahasan 
Dalam bab ini akan disampaikan tenteng sistem pembiayaan 
mudharabah, analisis kesesuaian antara penerapan pembiayaan mudharabah 
pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen telah dengan PSAK 
No 105. 
Bab V Penutup 
Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil analisis dan 
pembahasan serta saran. 
 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Lembaga Keuangan Syariah 
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah 
Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang 
mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional 
sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu 
lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian 
dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. 
Unsur kesesuaian suatu lembaga keuangan syariah dengan syariah islam 
secara tersentralisasi diatur oleh Dewan Syariah Nasional yang diwujudkan 
dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Adapun, unsur 
legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang 
memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut 
antara lain adalah sebagai berikut: 
a. Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan 
mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 
b. Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan 
mengawasi asuransi dan pasar modal. 
c. Kantor Menteri koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan 
mengawasi koperasi. 
Lembaga keuangan syariah secara operasional dibina dan diawasi oleh 
Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK, sedangkan 
pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah 
dilakukan oleh Dewan Syariah MUI.  
 2.1.2 Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah 
 Aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai wahana 
bagi masyarakat modern dalam pelaksanaan ajaran islam. Adapun, prinsip 
operasional lembaga keuangan syariah antara lain: 
1. Prinsip Ta’awun (Tolong-menolong) 
Merupakan prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf 
hidup melaui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai 
dengan anjuran dalam Al-Qur’an: 
.....َﺷ َﮫﱠﻠﻟا ﱠنِإ َﮫﱠﻠﻟا اﻮُﻘﱠﺗاَو ِناَوْﺪُﻌْﻟاَو ِﻢْﺛِﺈْﻟا ﻰَﻠَﻋ اﻮُﻧَوﺎَﻌَﺗ ﺎَﻟَو ىَﻮْﻘﱠﺘﻟاَو ﱢﺮِﺒْﻟا ﻰَﻠَﻋ اﻮُﻧَوﺎَﻌَﺗَوِبﺎَﻘِﻌْﻟا ُﺪﯾِﺪ  
Artinya: 
 “Dan Tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan 
takwa serta janganlah bertolong menolong dalam berbuat keji dan 
permusuhan”. (QS. Al-Maidah:2) 
2. Prinsip Tijaroh 
Merupakan prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh 
syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara profesional, 
sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien. 
3. Prinsip menghindari Iktinaz (Penimbunan Uang) 
Merupakan prinsip untuk menghindari perbuatan penahanan uang 
supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada 
masyarakat umum karena perbuatan ini dapat menimbulkan terhentinya 
perekonomian. 
4. Prinsip Pelarangan Riba  
Yakni menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur 
ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama dan jual 
beli. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur’an. 
 َنﻮُﻣﻮُﻘَﯾ ﺎَﻟ ﺎَﺑﱢﺮﻟا َنﻮُﻠُﻛْﺄَﯾ َﻦﯾِﺬﱠﻟا  ﺎَﻤﱠﻧِإ اﻮُﻟﺎَﻗ ْﻢُﮭﱠﻧَﺄِﺑ َﻚِﻟَذ ﱢﺲَﻤْﻟا ْﻦِﻣ ُنﺎَﻄْﯿﱠﺸﻟا ُﮫُﻄﱠﺒَﺨَﺘَﯾ يِﺬﱠﻟا ُمﻮُﻘَﯾ ﺎَﻤَﻛ ﺎﱠﻟِإ  
َﻠَﻓ ﻰَﮭَﺘﻧﺎَﻓ ِﮫﱢﺑَر ْﻦِﻣ ٌﺔَﻈِﻋْﻮَﻣ ُهَءﺎَﺟ ْﻦَﻤَﻓ ﺎَﺑﱢﺮﻟا َمﱠﺮَﺣَو َﻊْﯿَﺒْﻟا ُﮫﱠﻠﻟا ﱠﻞَﺣَأَو ﺎَﺑﱢﺮﻟا ُﻞْﺜِﻣ ُﻊْﯿَﺒْﻟاُﺮْﻣَأَو َﻒَﻠَﺳ ﺎَﻣ ُﮫ ُه  
َنوُﺪِﻟﺎَﺧ ﺎَﮭﯿِﻓ ْﻢُھ ِرﺎﱠﻨﻟا ُبﺎَﺤْﺻَأ َﻚِﺌَﻟْوُﺄَﻓ َدﺎَﻋ ْﻦَﻣَو ِﮫﱠﻠﻟا ﻰَﻟِإ 
Artinya: 
 “Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang terkena/kemasukan 
syetan. Yang demikian itu disebabkan mereka mengatakan bahwa jual 
beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah:275) 
5. Prinsip pembayaran zakat 
Disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga 
menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial yakni menjalankan fungsi 
sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumbet dari 
dalam maupun dari luar. 
 
2.1.3 Jenis-jenis Lembaga Keuangan Non Bank Syariah 
Lembaga keuangan non bank Syariah menurut (Andri Soemitra, 2009) 
meliputi: 
1. Pasar Modal (capital market) 
Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan 
transaksi antar para pencari dana (emiten) dengan para penanam modal 
(investor) dan modal yang ditawarkan berjangka waktu panjang. 
2. Pasar Uang (money market) 
Pasar uang yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana dan 
modal yang ditawarkan berjangka waktu pendek. 
 
 3. Perusahaan Asuransi 
Usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah 
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang 
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui 
akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 
4. Dana Pensiun 
Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana 
pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. 
5. Perusahaan Modal Ventura 
Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-
perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. 
6. Lembaga Pembiayaan 
Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga 
keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan 
yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Lembaga 
yang termasuk didalam lembaga keuangan antara lain : 
a. Perusahaan Sewa Guna Usaha (leasing) 
Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik 
secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun 
sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan 
oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu 
berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip 
syariah.  
b. Perusahaan Anjak Piutang (factoring) 
Kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu 
perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan 
 prinsip syariah. Anjak piutang dilakukan berdasarkan akad wakalah bil 
ujrah adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al muwakkil) kepada 
pihak lain (al wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan 
pemberian keuntungan (ujrah). 
c. Perusahaan kartu plastik 
Salah satu kegiatan sistem pembayaran yang saat ini telah 
berkembang pesat adalah alat pembayaran dengan menggunakan 
kartu yang disebut dengan kartu plastik. 
d. Pembiayaan Konsumen (consumer finance) 
Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan 
kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai 
dengan prinsip syariah. 
7. Perusahaan Pegadaian 
Merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman 
dengan pinjaman tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan, 
kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai 
jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. 
8. Lembaga Keuangan Syariah Mikro 
a. Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ) 
Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat diamanahkan untuk memberdayakan lembaga 
zakat melalui BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh Pemerintah 
dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dapat dibentuk oleh masyarakat. 
b. Lembaga Pengelola Wakaf 
 Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang 
Wakaf dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga 
independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. 
c. BMT 
Merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi 
berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Baitul Maal wat Tamwil adalah 
balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt almal wa al 
tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan 
investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha 
kecil bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan 
menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal 
wat Tamwil juga biasa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah 
serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. 
 
2.2 Baitul Maal wat Tamwil (BMT)  
2.2.1 Pengertian Baitul Maal wat Tamwil 
BMT adalah kependekan kata Baitul Maal wat Tamwil atau Balai Usaha 
Mandiri Terpadu, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan yang 
usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang tidak 
menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang produknya 
berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits. BMT sesuai namanya terdiri dari dua 
fungsi, yaitu: 
a. Baitut tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan 
pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 
 kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil dengan mendorong kegiatan 
menabung dan menjunjung pembiayaan kegiatan ekonomi. 
b. Baitul maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan 
sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan 
dan amanahnya. 
Menurut Buchari dan Donni (2009:18), BMT adalah lembaga keuangan 
mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan 
bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta 
membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal 
sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan 
kesejahteraan. 
 
2.2.2 Prinsip Baitul Maal wat Tamwil  
Menurut Ridwan (2006: 7-8) prinsip utama BMT dalam beroperasi adalah 
antara lain: 
1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan 
mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan mu’amalah 
islam kedalam kehidupan nyata. 
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan 
mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan 
berakhlaq mulia. 
3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas 
kepentingan pribadi. 
4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua 
elemen BMT. 
 5. Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik, tidak 
tergantung pada dana-dana pinjaman tetapi senantiasa proaktif untuk 
menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya. 
6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, dengan bekal 
pengetahuan, dan keterampilan yang senantiasa ditingkatkan yang 
dilandasi keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan 
dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akherat. 
7. Istiqomah, yakni konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa 
henti dan tanpa pernah putus asa. 
Prinsip analisis pembiayaan BMT didasarkan pada rumus 5C, yaitu: 
a. Character artinya sifat atau karakter anggota pengambil pinjaman. 
b. Capacity artinya kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan 
mengembalikan pinjaman yang diambil. 
c. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. 
d. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam 
kepada BMT. 
e. Condition artinya keadaan usaha atau anggota prospek atau tidak. 
 
2.2.3 Kegiatan Operasional Baitul Maal wat Tamwil 
 BMT didirikan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk 
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakt pada umumnya. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, BMT mempunyai dua tugas pokok yaitu: 
 
1. Fungsi Pengumpulan Dana (Funding) 
 Baitul Maal Wa Tamwil mempunyai fungsi pengumpulan dana yakni 
dengan menyediakan pelayanan jasa berupa simpanan, baik simpanan 
yang terikat maupun simpanan yang tidak terikat atas jangka waktu dan 
syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikan. Adapun produk 
pengumpulan dana yang terdapat dalam BMT adalah wadi’ah dan 
mudharabah. 
a. Simpanan Wadi’ah adalah dana simpanan yang dapat ditarik tiap 
waktu oleh pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam 
surat berharga pemindahbukuan atau transfer, dan perintah 
membayar lainnya. Pada simpanan wadi’ah, dikenakan biaya oleh 
BMT kepada penyimpan dana, juga dapat diberikan semacam bagi 
hasil sesuai dengan dana yang ikut berperan dalam pembentukan 
laba bagi BMT. 
Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadi’ah 
dibedakan menjadi wadi’ah yad dhamanah yang berarti penerima 
titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk 
didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk 
memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan 
dapat diambil setiap saat diperlukan, sedang disisi lain wadi’ah yad 
amanah tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan 
untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan. 
b.  Simpanan mudharabah adalah simpanan yang penyetoran dan 
penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah 
disepakati sebelumnya. Dalam simpanan mudharabah, tidak terdapat 
bunga yang diberikan kepada penyimpan, akan tetapi diberikan bagi 
hasil sebagai pembentukan laba bagi BMT. 
 2. Fungsi Penyaluran Dana (Financing) 
Menurut Muhammad (2000:119), BMT bukan sekedar lembaga 
keuangan non bank yang bersifat sosial, akan tetapi BMT juga termasuk 
lembaga bisnis yang berguna untuk memperbaiki perekonomian umat. 
Oleh karena itu, dana yang terkumpul dari nasabahnya haruslah 
disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada nasabahnya. 
Untuk membedakan pinjaman dalam lembaga keuangan 
konvensional dengan lembaga keuangan syariah maka pada lembaga 
keuangan syariah, pinjaman disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan 
dalam BMT dikembangkan dengan empat prinsip operasional yaitu: 
a. Prinsip Syirkah 
Pembiayaan dengan prinsip syirkah adalah pembiayaan dengan 
pembagian keuntungan berupa bagi hasil antara pemilik dana dengan 
pengelola dana. Produk yang sesuai dengan prinsip ini dibedakan 
atas: 
1) Mudharabah, adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak 
dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan 
pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan 
usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah yang 
disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. 
Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, 
maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. 
2) Musyarakah, adalah suatu akad kerja sama antara dua pihak atau 
lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak 
atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala 
kerugian terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing 
 b. Prinsip Jual Beli 
Pembiayaan dengan prinsip ini, merupakan tata cara jual beli yang 
dalam pelaksanaannya, BMT mengangkat nasabah sebagai agen 
yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian atas nama BMT, 
kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjual barang 
tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah 
dengan keuntungan bagi BMT. Produk yang sesuai dengan prinsip ini 
adalah: 
1) Murabahah 
Menurut IAI (2007: 102 paragraf 5), “Murabahah adalah akad 
jual-beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan 
keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.” 
Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan ataupun tanpa 
pesanan. Di dalam murabahah berdasarkan pesanan, BMT  
melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari 
nasabah. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga 
jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika BMT 
mendapatkan potongan dari pemasok, maka potongan itu 
merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi 
setelah akad, maka pembagian potongan tersebut dilakukan 
berdasarkan perjanjian yang dimuat berdasarkan akad. 
2) Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil  
Menurut Muhammad (2002: 102) : Ba’i Bitsaman Ajil adalah 
suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan nasabah, 
dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan 
atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang 
 kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau 
angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam 
adalah harga jual atas barang modal dan mark-up yang 
disepakati. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan 
yang disepakati. Jika harga jual telah ditetapkan dan disepakati, 
maka harga tersebut tidak boleh diubah walaupun terjadi inflasi, 
deflasi, ataupun kenaikan tingkat suku bunga pasar.  
3) Bai As Salam  
Bai As Salam adalah akad jual beli muslam fiih (barang 
pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilaihi 
(penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli 
sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-
syarat tertentu. BMT dapat bertindak sebagai penjual atau pembeli 
dalam suatu transaksi salam. Jika BMT bertindak sebagai penjual 
kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang 
pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel. 
Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli 
dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak 
dapat diubah selama jangka waktu akad. Dalam hal ini BMT 
bertindak sebagai pembeli, BMT dapat meminta jaminan kepada 
nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank.  
4) Al istishna 
Bai’ Istishna’ adalah salah satu pengembangan prinsip bai’ as-
salam, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian 
hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau 
ditangguhkan.” Pembeli menugaskan produsen untuk 
 menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang 
diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang 
disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, 
cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. 
Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli 
dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak 
dapat berubah selama jangka waktu akad. BMT dapat bertindak 
sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istishna’. Jika 
bertindak sebagai penjual, yang memesan kepada pihak lain 
(subkontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara 
istishna’ maka hal ini disebut istishna’ paralel. Umumnya 
pembiayaan ini diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan 
kontruksi.  
c. Prinsip Sewa  
Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis yaitu: 
1) Sewa Murni (Ijarah) 
Menurut IAI (2007: 59 paragraf 105), Ijarah adalah akad sewa-
menyewa antara pemilik ma’jur (objek sewa) dan musta’jir 
(penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang 
disewakannya. 
2) Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa-meyewa antara pemilik 
objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek 
sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik 
objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.  
 
 d. Pembiayaan Non Profit 
Pembiayaan dengan prinsip ini merupakan pembiayaan kebijakan 
yang lebih bersifat sosial tanpa orientasi laba. Dalam prinsip ini, 
nasabah tidak perlu membagi keuntungan, akan tetapi nasabah 
dikenakanbiaya riil, misalnya biaya administrasi pembiayaan. Pada 
BMT pembiayaan ini sering dikenal dengan Qard yang bertujuan 
untuk kegiatan produktif yang secara aplikatif peminjam dana hanya 
perlu mengembalikan modal yang dipinjam dari BMT apabila sudah 
jatuh tempo dengan syarat-syarat tertentu.  
  
2.2.4 Baitul Maal Wat Tamwil Surya Maspul Belajen 
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT Surya Maspul Belajen 
berpegang pada prinsip-prinsip kerja sebagai berikut: 
1. Prinsip Operasional 
Dalam operasionalnya prinsip kerja BMT Surya Maspul Belajen 
menerapkan sistim kerja yang sesuai dengan syariah islam yang 
berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Dalam hal ini, BMT Surya Maspul 
Belajen akan berusaha keras menghapus sistem bunga dan menjauhi 
riba. 
2. Prinsip Bagi Hasil 
Para pemilik dana baik sebagai penanam saham maupun sebagai 
penabung akan diberikan imbalan dana berupa bagi hasil keuntungan 
sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Sedang bagi pemakai 
dana/peminjam dana akan dikenakan kesepakatan bagi hasil dengan 
nisbah yang telah disepakati agar tidak memberatkan nasabah. 
 3. Prinsip pembiayaan jual beli 
Prinsip pembiayaan yang dipakai menggunakan pola jual beli, dimana 
BMT Surya Maspul Belajen bertindak sebagai penyedia barang dan 
nasabah bertindak sebagai pembeli barang. Harga ditentukan sesuai 
kesepakatan dan setelah disepakati harga tidak akan berubah atau 
berpengaruh dengan kenaikan suku bunga atau kenaikan harga barang. 
Adapun, produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Surya Maspul Belajen 
digolongkan menjadi dua yaitu produk tabungan (Funding) dan produk 
pembiayaan (Financing). 
a. Tabungan 
Pemilik harta (shahibul maal) menyimpan dananya di BMT Surya 
Maspul Belajen dengan akad Mudharabah Mutlaq atau Qiradh atau 
Wadi’ah Yad Dhamanah. Produk-produk tabungan dari BMT Surya 
Maspul Belajen adalah: 
1. Tabungan Umum 
Merupakan tabungan yang bisa diambil setiap saat. 
2. Tabungan Pendidikan 
Merupakan tabungan yang dipersiapkan sebagai penunjang khusus 
untuk biaya pendidikan, misalkan dalam rangka mempersiapkan biaya 
SPP, biaya ujian/praktek dan study tour. Tabungan ini dapat diambil 
untuk pembayaran pendidikan sesuai kesepakatan bersama. 
3. Tabungan Haji dan Umroh 
Merupakan tabungan khusus bagi umat islam yang mempunyai 
rencana untuk menjalankan rukun islam yang kelima. Calon haji bisa 
menentukan sendiri besar kecilnya setoran disesuaikan dengan 
jangka waktu rencana pemberangkatan. Kurang lebih tiga bulan calon 
 jamaah haji akan dikonfirmasi kembali kepastiannya mengenai 
keberangkatan atau tidaknya jika saldo sudah mencapai kurang lebih 
75% dari biaya haji pada tahun tersebut. 
4. Tabungan Idul Fitri 
Merupakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri 
dapat diambil satu kali dalam setahun yaitu menjelang hari raya idul 
fitri atau sebulan sebelum hari raya idul fitri. 
5. Tabungan Ibadah Qurban 
Merupakan tabungan sebagai sarana untuk memantapkan niat untuk 
melaksanakan ibadah qurban pada hari raya idul adha atau hari 
tasyrik. Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang hari raya idul 
adha. 
b. Pembiayaan 
Produk-produk pembiayaan dari BMT Surya Maspul Belajen 
adalah: 
1. Pembiayaan Musyarakah  
Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota 
dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki 
hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam 
mengelola usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi 
menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan 
bersama.  
2. Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) 
Merupakan Pembiayan modal kerja sepenuhnya oleh BMT Surya 
Maspul Belajen (Shahibul Maal) sedang nasabah menyediakan usaha 
dan mengelola usahanya dengan hasil keuntungan akan dibagikan 
 sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan bagi 
hasil. 
3. Pembiayaan Murabahah (pembiayaan dengan marjin)  
Pembiayaan jual beli yang pembayaran dilakukan pada saat jatuh 
tempo dan satu kali lunas beserta mark-up (laba) sesuai dengan 
kesepakatan bersama.  
4. Bai’ Bitsamanil Ajil  
Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran 
terhadap pembeliaan suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus 
dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang yang di mark–up 
yang telah disepakati bersama. 
5. Qordul Hasan  
Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah tanpa mengharapkan 
imbalan. Qordul hasan mempunyai tujuan saling membantu dan 
bersifat social (nirlaba). 
 
2.3 Pembiayaan dan Sistem Pembiayaan 
2.3.1 Pengertian Pembiayaan  
Kegiatan utama dari sebuah bank adalah menghimpun dana dari 
masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito dan kemudian 
menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran 
dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman yang lebih dikenal 
dengan pembiayaan. 
Menurut IAI (2007:31 paragraf 11), pengertian pembiayaan dapat 
didefinisikan sebagai berikut: 
 Pembiayaan adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 
Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu 
pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 
baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 2002:16-17) 
 
2.3.2 Pengertian Sistem dan Sistem Pembiayaan 
Menurut James Hall (2004:6), sistem adalah kelompok dari dua atau lebih 
atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi untuk tujuan yang 
sama. 
Sedangkan Zaki Baridwan (1994:4) mengutip beberapa pendapat 
sebagai berikut: 
Moscove: 
“Suatu sistem adalah suatu entity (kesatuan) yang terdiri dari bagian-
bagian yang saling berhubungan (disebut subsistem) yang bertujuan 
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.” 
Murdick: 
“Suatu sistem adalah suatu kumpulan elemen-elemen yang dijadikan satu 
untuk tujuan tertentu.” 
 W. Gerald Cole: 
“Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh 
untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan”.  
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari sub-sub 
atau prosedur yang saling terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan 
pengertian diatas, penulis mencoba untuk memberikan definisi atas pengertian 
sistem pembiayaan.  
 Sistem pembiayaan adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang 
berhubungan dengan proses penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pemilik 
modal dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil.   
Prosedur-prosedur dari sistem pembiayaan mudharabah adalah sebagai 
berikut:  
1. Prosedur aplikasi pembiayaan mudharabah 
Merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh calon nasabah 
yang dimulai dari usulan pembiayaan mudharabah sampai pada proses 
untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan mudharabah. 
2. Prosedur realisasi pembiayaan mudharabah 
Merupakan proses pencairan dana atas permohonan pembiayaan yang 
telah disetujui oleh kelompok pemutus pembiayaan. 
3. Prosedur pembinaan dan monitoring pembiayaan mudharabah 
Prosedur ini meliputi informasi yang diperoleh bagian pemasaran 
khususnya dan unit-unit yang terkait lainnya, yang mencakup 
pemeriksaan jumlah saldo pemenuhan kewajiban nasabah. 
4. Prosedur penutupan fasilitas pembiayaan mudharabah 
Merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh nasabah pada 
saat akhir pembiayaan mudharabah untuk mengambil kembali dokumen 
jaminan yang telah disyaratkan. 
 
 2.3.3 Jenis-jenis Pembiayaan 
Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dapat digolongkan sebagai 
berikut: 
1. Pembiayaan Modal Kerja 
Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang 
diberikan kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan modal kerja 
usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan 
modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan 
kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan 
atas dasar analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara 
keseluruhan. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk 
memenuhi kebutuhan: 
a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil 
produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau 
mutu hasil produksi. 
b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari 
suatu barang. 
Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan 
syariah, jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi lima macam 
yaitu: 
a. Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah 
b. Pembiayaan Modal Kerja Istishna’ 
c. Pembiayaan Modal Kerja Salam 
d. Pembiayaan Modal Kerja Murabahah 
e. Pembiayaan Modal Kerja Ijarah 
 
 2. Pembiayaan Investasi 
Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada 
nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal 
guna mengadakan rehabilitas, pelunasan usaha, atau pendirian proyek 
baru. 
Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah 
yang besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu 
disusun proyeksi arus kas (projected cash flow) yang mencakup semua 
komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa 
dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Kemudian, 
barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran 
(pembayaran kembali) pembiayaan. Berdasarkan akad yang digunakan 
dalam produk syariah, pembiayaan investasi dapat dibagi menjadi empat 
macam yaitu: 
a. Pembiayaan Investasi Murabahah 
b. Pembiayaan Investasi Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) 
c. Pembiayaan Investasi Salam  
d. Pembiayaan InvestasiIstishna’ 
3. Pembiayaan Konsumtif 
Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan digunakan untuk dipakai 
memenuhi kebutuhan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan 
syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu: 
a. Pembiayaan konsumtif akad Murabahah 
b. Pembiayaan konsumtif akad Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) 
c. Pembiayaan konsumtif akad Ijarah 
 d. Pembiayaan konsumtif akad Istishna’ 
e. Pembiayaan konsumtif akad Qard-Ijarah 
4. Pembiayaan Sindikasi 
Pembiayaan Sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh 
lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan 
tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah 
korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Sindikasi ini 
memiliki 3 bentuk, yaitu: 
a. Lead Sydication, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama 
membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak 
sebagai leader. Modal yang diberikan oleh masing-masing bank 
dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian 
menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan proporsi modal 
masing-masing. 
b. Club Deal, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama 
membiayai suatu proyek, tetapi antara bank yang satu dengan yang 
lain tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis. Masing-masing 
bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. 
Dengan demikian, masing-masing bank akan memperoleh 
keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayainya dalam proyek 
tersebut. 
c. Sub sydication, yakni bentuk sindikasi yan terjadi antara suatu bank 
dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis 
yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan 
peserta sindikasi lainnya. 
 
 5. Pembiayaan Berdasarkan Take Over 
Pembiayaan berdasarkan take over adalah pembiayaan yang 
timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi nonsyariah yang 
telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan 
nasabah. Dalam pembiayaan berdasarkan take over, bank syariah 
mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi 
dua macam, yakni: hutang pokok plus bunga dan hutang pokok saja. 
6. Pembiayaan Letter Of Credit (L/C) 
Pembiayaan Letter of Credit (L/C) adalah pembiayaan yang 
diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor 
nasabah. 
 
2.4 Pembiayaan Mudharabah  
2.4.1 Pengertian Mudharabah 
Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 
memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.  
Secara terminologis mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara 
pemilik modal (rab al mal) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan 
untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi antara pemodal dan 
pengelola dana. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian 
itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada 
pengguna dana dalam menjalankan usahanya. 
Menurut PSAK 105 paragraf 4, Mudharabah adalah akad kerjasama 
usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan 
 seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku 
pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, 
sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. 
Secara umum, aplikasi al-mudharabah dapat digambarkan dengan 









 2.4.2 Landasan Syariah Mudharabah 
Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah mencerminkan 
anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist 
berikut ini: 
1. Al-Quran  
a. Al-Muzzammil: 20 
.... ِﮫﱠﻠﻟا ِﻞْﻀَﻓ ْﻦِﻣ َنﻮُﻐَﺘْﺒَﯾ ِضْرَﺄْﻟا ﻲِﻓ َنﻮُﺑِﺮْﻀَﯾ َنوُﺮَﺧآَو....  
“...... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi ini mencari 
sebagian karunia Allah SWT.....”. 
Yang menjadi wajhud-dialalah atau argumen dari surat Al-
Muzzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar 
kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. 
b. Al-Jumuah: 10 
ِﮫﱠﻠﻟا ِﻞْﻀَﻓ ْﻦِﻣ اﻮُﻐَﺘْﺑاَو ِضْرَﺄْﻟا ﻲِﻓ اوُﺮِﺸَﺘﻧﺎَﻓ ُةﺎَﻠﱠﺼﻟا ْﺖَﯿِﻀُﻗ اَذِﺈَﻓ.....  
“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarankanlah kamu 
dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT......”. 
c. Al-Baqarah: 198 
َﻦﯿﱢﻟﺎﱠﻀﻟا ْﻦِﻤَﻟ ِﮫِﻠْﺒَﻗ ْﻦِﻣ ْﻢُﺘﻨُﻛ ْنِإَو ْﻢُﻛاَﺪَھ ﺎَﻤَﻛ ُهوُﺮُﻛْذاَو ِماَﺮَﺤْﻟا ِﺮَﻌْﺸَﻤْﻟا َﺪْﻨِﻋ.....  
“ Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia 
Tuhanmu.....”. 
Surat Al-Jumuah: 10 dam Al-Baqarah: 198 sama-sama 
mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. 
2. Al-Hadist 
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul 
Muthalib “Jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, 
 ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, 
menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi 
peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas hak 
tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut dan Rasulullah Saw pun 
membolehkannya”. (HR Thabrani) 
Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, 
“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, 
muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung 
untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah) 
3. Ijma 
Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah 
berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara 
mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist 
yang dikutip Abu Ubaid. 
 
2.4.3 Jenis, Manfaat dan Risiko Pembiayaan Mudharabah 
a. Jenis-Jenis Mudharabah 
Menurut Antonio (2001:97) mudharabah terbagi menjadi dua jenis 
yaitu: 
1. Mudharabah Mutlaqah 
Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal 
dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 
spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. 
 
 
 2. Mudharabah Muqayyadah 
Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara shahibul 
maal dan mudharib yang cakupannya sangat sempit dan mudharib 
dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. 
Sedangkan Adiwarman (2004:212) membagi mudharabah 
muqayyadah menjadi dua bentuk yaitu on balance-sheet dan off 
balance-sheet. Dalam mudharabah muqayyadah on balance sheet, 
aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok 
pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya 
pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah lainnya mungkin 
mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di 
sektor pertambangan, properti dan pertanian. Selain berdasarkan 
sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis 
akad yang digunakan, mislanya hanya boleh digunakan berdasarkan 
akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja 
sama usaha saja. Skema ini disebut on balance sheet karena dicatat 
dalam neraca bank. 
Dalam mudharabah muqayyadah off balance-sheet, aliran 
dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah 
pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Disini, 
bank syariah bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan 
transaksinya di bank syariah dilakukan secara off balance-sheet. 
Sedangakan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan 
pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan 
antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya 
 memperoleh arrange fee. Skema ini di sebut off belance-sheet karena 
transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat 










Sumber: Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan, (Adiwarman. A. Karim:2008) 
 
b. Manfaat Pembiayaaan Mudharabah 
Adapun, manfaat dari pembiayaan mudharabah menurut Antonio 
(2001:97) diantaranya adalah: 
1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan 
usaha nasabah meningkat, 
2. Bank tidak berkewajiban membayar hasil kepada nasabah pendanaan 
secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha 
bank sehingga tidak akan pernah mengalami negative spread. 
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau 






 4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang 
benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan 
yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 
5. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah berbeda dengan prinsip 
bunga tetap dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan 
(nasabah) suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang 
dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 
c. Risiko Pembiayaan Mudharabah 
Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama pada 
penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya: 
1. Side streaming: nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang 
disebutkan dalam kontrak, 
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja, 
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak 
jujur. 
 
2.4.4 Ketentuan Pembiayaan Mudharabah 
Ketentuan pembiayaan mudharabah berdasarkan fatwa Dewan Syariah 
Nasional antara lain: 
1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh 
Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang 
produktif. 
2. Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syariah sebagai shahibul 
maal (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), 
 sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola usaha. 
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 
(Lembaga Keuangan Syariah dengan pengusaha). 
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati 
bersama dan sesuai dengan syariah; dan Lembaga Keuangan Syariah 
tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi 
mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk 
tunai dan bukan piutang. 
6. Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua 
kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib (nasabah) 
melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. 
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, 
namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga 
Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak 
ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti 
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama 
dalam akad. 
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian 
keuntungan diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan 
memperhatikan fatwa DSN. 
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.  
10. Dalam hal penyandang dana (Lembaga Keuangan Syariah) tidak 
melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap 
 kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah 
dikeluarkan. 
Adapun, ketentuan hukum pembiayaan, sebagai berikut: 
1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian dimasa 
depan yang belum tentu terjadi. 
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada 
dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al amanah), kecuali akibat dari 
kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. 
4. Jika salah satu pihaktidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
 
2.4.5 Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah 
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 
menetapkan rukun dan syarat pembiayaan mudharabah sebagai berikut: 
1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap 
hukum. 
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) 
dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak (akad). 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
 c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
3. Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia 
dana kepada mudharib untuk tuuan usaha dengan syarat sebagai berikut: 
a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, 
b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal 
diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilaipada 
waktu akad. 
c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan 
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai 
dengan kesepakatan dalam akad. 
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan 
dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 
a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan 
hanya untuk satu pihak. 
b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui 
dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam 
bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. 
Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 
c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian 
apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, 
atau pelanggaran kesepakatan. 
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal 
yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal 
berikut: 
 a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur 
tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan 
pengawasan. 
b. Penyedia dana tidak boleh mempersempittindakan pengelola 
sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 
mudharabah, yaitu keuntungan. 
c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari’ah islam dalam 
tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus 
memenuhi yang berlaku dalam aktifitas itu. 
 
2.5 Akuntansi Pembiayaan Mudharabah  
2.5.1 Karakteristik 
1. Entitas data bertindak sebagai pemilik dana atau pengelola dana 
2. Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah 
muqayyadah, dan mudharabah musytaraqah, jika entitas bertindak 
sebagai pengelola dana maka dana yang disajikan sebagai dana syirkah 
temporer. 
3. Dalam mudharabah muqayyadah, contoh batasan antara lain: 
a. Tidak mencampurkan dana pemilik dengan dana lainnya. 
b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, 
tanpa penjamin, atau tanpa jaminan, atau 
c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri 
tanpa melalui pihak ketiga. 
4. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, 
namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka 
 pemilik dana meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. 
Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti 
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama 
dalam akad. 
5. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap 
dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah 
diakhiri. 
6. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, 
maka porsi bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan 
berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh 
selama akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan 
kerugian financial menjadi tanggungan pemilik dana. 
7. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip 
bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar 
pembagian hasil usaha adalah laba netto yaitu laba bruto dikurangi beban 
yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. 
 
2.5.2 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah 
1) Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: 
a) Pembiayaan Mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau 
penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana (mudharib); dan 
b) Pembiayaan Mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada 
setiap tahap pembayaran atau penyerahan. 
2) Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: 
 a) Pembayaran Mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang 
yang diberika bank pada saat pembayaran, 
Pembiayaan Mudharabah dalam bentuk aset non-kas: 
i) Diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan; 
selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas diakui sebagai 
keuntungan atau kerugian bank; dan 
ii) Beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat 
diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah kecuali telah 
disepakati bersama. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan 
mudharabah oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan 
mudharabah. 
b) Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum 
dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya, 
tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana maka 
rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui 
sebagai kerugian bank. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah 
hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau 
kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada 
saat bagi hasil. 
c) Apabila mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan 
mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana maka pembiayaan 
mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo. 
d) Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan: 
i) Laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya 
hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati; dan  
 ii) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan 
mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. 
e) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan 2 
(dua) metode, yaitu: 
i) Metode bagi laba (profit sharing), yang dihitung dari pendapatan 
setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana 
mudharabah; 
ii) Metode bagi pendapatan (revenue sharing),  yang dihitung dari 
total pendapatan pengelolaan mudharabah. 
f. Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian 
mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang 
pembiayaan mudharabah. 
g. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan 
pengelola dana dibebankan pada pengelola dana. 
h. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada 
saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir 
diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana. 
 
Ilustrasi Jurnal; 
a. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang 
diberikan bank pada saat pembayaran maka jurnalnya: 
Dr. Pembiayaan Mudharabah xxxx 
 Cr. Kas      xxxx 
b. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai 
wajar aset nonkas pada saat penyerahan. Selisih antara nilai wajar dan 
nilai buku aset nonkas diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah 
kecuali sudah disepakati bersama. 
 i) Jika nilai wajar aset yang diserahkan lebih rendah dari nilai buku: 
Dr. Pembiayaan Mudharabah   xxxx 
Dr. Kerugian Penyerahan Aset  xxxx 
Cr. Aset nonkas     xxxx 
ii) Jika nilai wajar aset yang diserahkan lebih tinggi dari nilai buku:  
Dr. Pembiayaan Mudharabah xxxx 
Cr. Aset nonkas     xxxx 
Cr. Keuntungan Penyerahan Aset   xxxx 
c. Beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui 
sebagai bagian pembayaran mudharabah kecuali telah disepakati 
bersama. 
i) Pengeluaran biaya dalam rangka akad mudharabah: 
Dr. Uang Muka Akad Mudharabah  xxxx 
 Cr. Kas      xxxx 
 
ii) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya 
pembiayaan mudharabah: 
Dr. Biaya akad mudharabah   xxxx 
Cr. Uang Muka Akad Mudharabah   xxxx 
iii) Jika berdasarkan kesepakatan tidak dapat diakui sebagai 
pembiayaan: 
Dr. Pembiayaan Mudharabah xxxx 
 Cr. Uang Muka Akad Mudharabah   xxxx 
 
d. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya 
usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya 
kelalaian atau kesalahan pihak mudharib maka rugi tersebut mengurangi 
saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Maka 
dapat dibuat jurnal sebagai berikut: 
  Dr. Kerugian Pembiayaan Mudharabah xxxx 
Cr. Pembiayaan Mudharabah  xxxx 
 e. Apabila seluruh pembiayaan Mudharabah hilang setelah dimulainya 
pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya 
kelalaian mudharib maka bank mengakui kerugian pembiayaan 
mudharabah. 
Dr. Kerugian Pembiayaan Mudharabah xxxx 
Cr. Pembiayaan Mudharabah  xxxx 
f. Pada saat akad mudharabah diakhiri sebelum jatuh tempo atau pada saat 
jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh mudharib 
maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo. 
Dr. Piutang Jatuh Tempo   xxxx 
Cr. Pembiayaan Mudharabah  xxxx 
g. Penerimaan keuntungan Mudharabah 
Dr. Kas     xxxx 
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  xxxx 
 
h. Pencatatan kerugian mudharabah yang melewati satu periode pelaporan. 
Dr. Kerugian Pembiayaan Mudharabah xxxx 
Cr. Pembiayaan Mudharabah  xxxx 
i. Pencatatan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan 
mudharib. 
Dr. Piutang Jatuh Tempo   xxxx 
Cr. Pembiayaan Mudharabah  xxxx 
j. Pelunasan pembiayaan mudharabah sebelum atau saat akad jatuh 
tempo. 
Dr. Kas     xxxx 
Cr. Pembiayaan Mudharabah  xxxx 
 
2.5.3 Penyajian Pembiayaan Mudharabah 
Pemilik dana menyajikan pembiayaan mudharabah dalam laporan 
keuangan sebesar nilai tercatat. 
 2.5.4 Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah 
 Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi 
mudharabah, tetapi tidak terbatas pada: 
a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, 
pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain. 
b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan 
jenisnya, 
c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah,  
d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 

















 BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian 
deskriptif komparatif. Metode penelitian ini menguraikan sifat atau karakteristik 
suatu fenomena tertentu dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek 
penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. 
 
3.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Baitul Maal wat Tamwil Surya Maspul 
Belajen yang beralamat di kompleks pasar sudu.  
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
3.3.1 Jenis Data 
Dalam melakukan penelitian diperlukan data yang akan digunakan 
sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisa. Menurut Riduwan 
(2002:5), yang dimaksud dengan data adalah bahan mentah yang perlu diolah 
sehingga menghasilkan informasi atau keterangan. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data kualitatif: data yang berhubungan dengan karakteristik berwujud 
pertanyaan atau berupa kata-kata, 
2. Data kuantitatif: data yang berwujud angka-angka. 
 3.3.2 Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
1. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Dalam 
penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh 
dengan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait 
khususnya para karyawan BMT yang menangani bagian yang terkait 
dengan pembiayaan. 
2. Data sekundar adalah data yang sudah tersedia dan dapat bersumber 
dari catatan yang ada pada perusahaan seperti profil BMT serta data 
lainnya yang diterbitkan oleh BMT yang bersangkutan dan dari sumber 
lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan 
mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini teknik atau cara-cara yang digunakan melalui: 
1. Penelitian lapangan (field research) : metode pengumpulan data dimana 
peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang 
suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. (Moleong,2006: 26). 
Dalam penelitian lapangan ini teknik yang akan digunakan yaitu: 
 Wawancara: suatu cara pengumpulan data yang digunakan 
untuk memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak 
tertentu terkait pembiayaan mudharabah. 
 Pengamatan (observasi) yakni melakukan pengamatan secara 
langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat 
kegiatan yang dilakukan. 
  Dokumentasi : suatu cara pengumpulan data dengan melihat, 
mengumpulkan dan mempelajari dokumen lapangan dan 
catatan maupun sumber tertulis lain yang terdapat di 
perusahaan. 
2. Tinjauan kepustakaan 
Tinjauan kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur-
literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian yang dapat berupa 
buku, majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah. 
 
3.5 Metode Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 
dengan menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu mendiskripsikan atau 
menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk 
mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek 
penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Dalam penelitian  
ini, penulis mendiskripsikan penerapan pembiayaan mudharabah pada Baitul 
Maal wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen. Data yang dikumpulkan 
kemudian dianalisis dengan cara membandingkan antara pembiayaan 
mudharabah yang diterapkan  pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Surya Maspul 






 BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH 
Sistem pembiayaan mudharabah merupakan suatu kerangka dari 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang telah disusun dengan skema 
pembiayaan yang menyeluruh. Untuk menghasilkan informasi pembiayaan, 
khususnya pembiayaan mudharabah dengan cepat, tepat, akurat serta dapat 
dipertanggungjawabkan maka diperlukan kerjasama yang baik disetiap unit yang 
berhubungan dengan pembiayaan pada umumnya dan pembiayaan mudharabah 
pada khususnya. 
Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, 
namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka BMT Surya 
Maspul Belajen meminta jaminan dari calon nasabah. Jaminan pembiayaan 
mudharabah dapat berbentuk akte tanah, BPKB, dan sebagainya. Jaminan ini 
akan disimpan dan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti 
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam 
akad. 
Dalam hal pengakuan pendapatan bagi hasil usaha mudharabah yang 
diperoleh menggunakan dasar kas. Bagi hasil pendapatan dari transaksi 
mudharabah baru dapat diukur dan diakui setelah nasabah memenuhi angsuran 
kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati. Pada transaksi mudharabah 
yang menjadi pendapatan BMT tidak hanya bagi hasil dari keuntungan tetapi 
juga berasal dari jasa dan biaya administrasi yang diwajibkan oleh BMT. Biaya-
biaya yang dikenakan kepada nasabah berkaitan dengan pembiayaan 
 mudharabah antara lain: biaya administrasi, biaya materai, biaya pengikatan 
jaminan.  
Berdasarkan data yang diperoleh, penulis berpendapat bahwa terdapat 
empat prosedur-prosedur dalam sistem pembiayaan mudharabah yaitu sebagai 
berikut:  
1. Prosedur Aplikasi Pembiayaan Mudharabah 
Prosedur aplikasi pembiayaan adalah langkah-langkah awal yang 
ditempuh oleh calon nasabah untuk memperoleh persetujuan 
pembiayaan. Langkah-langkah tersebut adalah: 
a. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah 
yang dibuat langsung oleh calon nasabah disertakan dengan 
dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat permohonan 
pembiayaan yang disertakan kepada bagian pemasaran seperti Kartu 
Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, SK pengangkatan untuk 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Data Jaminan. 
b. Proposal yang disampaikan calon nasabah akan nilai oleh Kabag. 
Pemasaran. Dalam penilaian layak tidaknya suatu pembiayaan 
disalurkan maka dilakukan penilaian pembiayaan. Penilaian awal 
dengan memperhatikan pasar sasaran yakni jenis usaha yang 
dilarang untuk dibiayai, jenis usaha yang perlu dihindari. 
c. Bagian pemasaran kemudian melakukan interview awal dengan calon 
nasabah untuk memperoleh informasi mengenai calon nasabah, 
penyelidikan tentang tujuan penggunaan pembiayaan, kunjungan ke 
lokasi jaminan calon nasabah untuk mengetahui kebenarannya dan 
menilai jaminan, dan untuk mengetahui gambaran umum mengenai 
 kemampuan keuangan calon nasabah serta untuk memperkirakan 
kemungkinan calon nasabah dapat memenuhi kewajibannya..  
d. Menganalisis pembiayaan mudharabah oleh BMT dapat dilakukan 
dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang 
nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang sungguh-
sungguh. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan 
oleh BMT untuk mendapatkan calon nasabah yang benar-benar layak 
mendapatkan pembiayaan maka dilakukan dengan analisis 5C, yaitu: 
character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), condision 
(kondisi) dan collateral (jaminan).  
e. Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil 
penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah 
memberikan keputusan, yakni menerima atau menolak pembiayaan 
tersebut. Bila telah dianggap layak memperoleh pembiayaan, maka 
persetujuan pembiayaan diberikan oleh Kabag. Pemasaran yang 
dituangkan dalam Nota Analisis Pembiayaan. 
f. Selanjutnya nota tersebut akan diajukan kepada Pimpinan BMT untuk 
meminta persetujuan pembiayaan. Jika pimpinan menyetujui 
pembiayaan tersebut maka akan dinyatakan dalam surat keputusan 
pembiayaan yang telah dibuat oleh administrasi pembiayaan.  
2. Prosedur Realisasi Pembiayaan Mudharabah 
Prosedur realisasi pembiayaan mudharabah adalah proses 
pencairan dana atas permohonan pembiayaan yang telah disetujui oleh 
pimpinan BMT. Nota Analisis Pembiayaan dan dokumen lainnya akan 
diserahkan kepada administrasi pembiayaan untuk selanjutnya dibuat 
akad pembiayaan dan didudukkan dalam perjanjian akad pembiayaan 
 persetujuan untuk menempatkan dana dan modal pada aktiva yang 
beresiko. Dalam persetujuan pembiayaan ini harus mencerminkan suatu 
pernyataan bahwa nasabah yang disetujui adalah nasabah yang layak 
menerima pembiayaan. 
Tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang 
diberikan sesuai dengan jumlah yang disetujui dalam akad perjanjian 
pembiayaan mudharabah yang akan langsung ditransfer ke dalam 
rekening nasabah yang ada di BMT Surya Maspul Belajen atau langsung 
diserahkan kepada nasabah. 
3. Prosedur Pembinaan Dan Monitoring Pembiayaan Mudharabah 
Prosedur ini meliputi informasi yang diperoleh bagian pemasaran 
khususnya dan unit-unit yang terkait lainnya, yang mencakup 
pemeriksaan jumlah saldo pemenuhan kewajiban nasabah.  
Dalam prosedur ini, nasabah akan melakukan pembayaran pokok 
pembiayaan dan penyetoran pendapatan bagi hasil yang telah disepakati. 
Kemudian nasabah mengisi slip penyetoran serta menyetorkan uangnya 
pada teller yang selanjutnya teller mencocokkan dengan jumlah yang 
tertera pada slip lalu membubuhi stempel pada slip setoran. Bagian 
administrasi akan melakukan penjurnalan terhadap transaksi. Contoh 
kasus: Bapak Alimuddin menyetor pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 
50.000.000,00 sekaligus menyetor pendapatan bagi hasil yang menjadi 
porsi bank sebesar Rp. 10.000.000,00  tersebut dengan jurnal sebagai 
berikut: 
Kas     Rp 60.000.000,00 
 Pembiayaan Mudharabah  Rp 50.000.000,00 
 Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Rp 10.000.000,00 
 Secara periodik bagian pemasaran menghubungi nasabah untuk 
mengingatkan nasabah akan kewajibannya bahkan bagian pemasaran 
melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah yang biasanya dilakukan 
minimal 2 kali dalam sebulan. Monitoring yang dilakukan oleh bagian 
pemasaran meliputi pemantauan langsung ke tempat usaha. 
Setiap bulan nasabah harus memberitahukan perkembangan 
usahanya kepada bagian pemasaran kemudian bagian pemasaran 
melakukan evaluasi atas perkembangan usaha yang dibiayai 
berdasarkan data-data yang diperoleh dari riwayat pembayaran nasabah 
dan data-data yang ada dalam file pembiayaan. Apabila dalam evaluasi 
tersebut terdapat indikasi adanya masalah dalam pelaksanaan kegiatan 
usaha, maka bagian pemasaran melakukan koordinasi dengan pihak-
pihak terkait lainnya, dan mengusulkan tindakan-tindakan yang dapat 
diambil untuk memperbaiki dan memecahkan masalah.   
4. Prosedur Penutupan Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 
Dalam melakukan penutupan pembiayaan mudharabah nasabah 
haruslah melunasi seluruh pembiayaan yang telah disepakati, kemudian 
bagian pemasaran melakukan pemeriksaan melalui data yang ada pada 
komputer untuk melihat kebenarannya, apakah nasabah telah benar-
benar melunasi sejumlah pembiayaannya. Jika nasabah telah melunasi 
seluruh pembiayaan, maka administrasi pembiayaan akan membuat surat 
pelunasan yang harus disetujui oleh Pimpinan BMT. Bila pimpinan BMT 
telah menyetujui surat pelunasan tersebut, maka ia akan memberikan 
surat perintah kepada unit kontrol intern untuk mengeluarkan jaminan 
nasabah. 
 Bagian pemasaran menyerahkan dokumen jaminan dan surat 
pelunasan pembiayaan kepada nasabah dan nasabah menandatangani 
tanda terima dokumen dengan rangkap dua, rangkap pertama diserahkan 
ke bagian administrasi pembiayaan dan rangkap kedua diserahkan 
kepada nasabah. Kemudian tanda terima pelepasan jaminan diarsipkan 
oleh administrasi pembiayaan. Tanda terima jaminan ini berfungsi 
sebagai bukti bahwa dokumen jaminan telah diambil oleh nasabah. 
 
4.2 ANALISIS KESESUAIAN AKUNTANSI MUDHARABAH PADA BMT 
SURYA MASPUL BELAJEN DENGAN PSAK 105 
4.2.1 Karakteristik 
 Dalam posisinya dengan nasabah, BMT Surya Maspul Belajen bertindak 
sebagai pengelola dana (mudharib) sekaligus sebagai pemilik dana (shahibul 
maal). Ketika suatu entitas bertindak sebagai mudharib maka jenis mudharabah 
yang berlaku adalah mudharabah mutlaqah, sebab peserta pada umumnya 
memberikan kebebasan kepada perusahaan dalam pengelolaan investasinya, 
namun seyogyanya entitas memberitahukan/menginformasikan kepada nasabah 
kemana dananya akan diinvestasikan. Sebaliknya ketika perusahaan bertindak 
sebagai pemilik dana maka jenis mudharabah yang yang berlaku adalah 
mudharabah muqayyadah, artinya suatu jenis mudharabah dimana pemilik dana 
memberikan batasan kepada pengelola dana. (PSAK 105 paragraf 4) 
Sebelum pencairan dana pembiayaan mudharabah, BMT Surya Maspul 
Belajen meminta suatu jaminan kepada nasabah. Jaminan ini hanya dapat 
dicairkan apabila nasabah terbukti tidak memenuhi kewajibannya atau 
menyalahgunakan dana pembiayaan mudharabah. Hal ini sesuai dengan 
 Akuntansi Mudharabah yang menyatakan bahwa pada prinsipnya dalam 
penyaluran mudharabah tidak ada jaminan namun agar pengelola dana tidak 
melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari 
pengelola dana. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana 
terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama 
dalam akad. (PSAK 105: Paragraf 8) 
Pada umumnya, nasabah BMT Surya Maspul Belajen mengembalikan 
dana pembiayaan mudharabah secara bertahap bersamaan dengan distribusi 
bagi hasil, akan tetapi ada juga nasabah BMT Surya Maspul Belajen 
mengembalikan dana pembiayaan mudharabah serta distribusi bagi hasil pada 
saat akad mudharabah diakhiri. Hal ini sesuai dengan Akuntansi Mudharabah 
bahwa pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap 
bersamaan dengan bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah 
diakhiri. (PSAK 105: Paragraf 9) 
Dalam pembagian keuntungan dari pengelolaan dana mudharabah, BMT 
Surya Maspul Belajen menetapkan porsi bagi hasil berdasarkan nisbah yang 
telah disepakati antara BMT dengan nasabahnya. Pada umumnya, nisbah bagi 
hasil yang digunakan yaitu 40:60. Artinya 40% bagian keuntungan untuk BMT 
Surya Maspul Belajen dan 60% untuk nasabah. Apabila terjadi kerugian maka 
BMT Surya Maspul Belajen menanggung kerugian berupa modal pembiayaan 
sedangkan nasabah akan menanggung kerugian berupa tenaga kerja . Tetapi, 
jika nasabah terbukti melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan kerugian 
maka kerugian modal akan diperhitungkan kepada nasabah pada saat bagi hasil. 
Hal ini sesuai dengan Akuntansi Mudharabah yang menyatakan bahwa jika dari 
penglolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi 
hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah 
 yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Dan jika 
dari pengelolaan dana mudharabah terjadi kerugian maka menjadi tanggungan 
pemilik dana.(PSAK 105: Paragraf 10) 
 
4.2.2 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah 
Pada BMT Surya Maspul Belajen, dana yang diberikan kepada nasabah 
akan diakui sebagai dana mudharabah. Dana mudharabah tersebut akan diukur 
sebesar kas yang diberikan BMT kepada pengelola dana. Adapun, dana 
mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui setiap tahap pembayaran 
dan diukur sebesar kas yang diberikan kepada pengelola dana. Hal ini sesuai 
dengan akuntansi mudharabah yang menyatakan bahwa dana mudharabah yang 
diberikan kepada pengelola dana diakui pada saat penyerahan kas dan diukur 
sebesar jumlah yang dibayarkan. (PSAK 105: Paragraf ). Contoh Kasus: Bapak 
Alimuddin mengajukan pembiayaan mudharabah pada BMT Surya Maspul 
Belajen tanggal 10 Januari 2011 untuk masa periode satu tahun sebesar Rp. 
50.000.000,00. Pada tanggal tersebut, BMT Surya Maspul Belajen akan 
menjurnal sebagai berikut: 
Pembiayaan Mudharabah  Rp. 50.000.000,00 
 Kas      Rp. 50.000.000,00 
 
Dalam pembagian hasil usaha mudharabah pada BMT Surya Maspul 
Belajen dilakukan berdasarkan prinsip bagi laba. Dalam bagi laba maka dasar 
pembagian hasil usaha adalah laba netto yaitu laba bruto dikurangi beban yang 
berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Hal ini sesuai dengan 
Akuntansi Mudharabah bahwa bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan 2 
prinsip yaitu prinsip bagi laba dan prinsip bagi pendapatan. (PSAK 105: 
Paragraf). Contoh kasus: Bapak Alimuddin melaporkan laba usaha sebesar Rp. 
 25.000.000,00. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara BMT Surya 
Maspul Belajen dengan nasabahnya adalah 40:60 maka porsi bagi hasil yang 
diperoleh BMT Surya Maspul Belajen sebesar Rp, 10.000.000,00 (40%xRp. 
25.000.000,00). BMT Surya Maspul Belajen mencatat jurnal: 
Kas      Rp. 10.000.000,00 
 Pendapatan Bagi Hasil   Rp 10.000.000,00 
 
Adapun, hak atas bagi hasil yang belum dibayarkan oleh mudharib pada 
saat jatuh tempo kepada BMT Surya Maspul Belajen akan diakui sebagai piutang 
jatuh tempo sebesar  bagi hasil yang menjadi porsi pemilik dana pada periode 
yang bersangkutan. Sedangkan, rugi yang terjadi akan diakui pada periode 
tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan. (PSAK 105: Paragraf ). Pada akhir 
periode pembiayaan mudharabah bapak Alimuddin melaporkan bahwa masih 
terdapat bagi hasil yang menjadi porsi BMT Surya Maspul Belajen sebesar Rp 
3.500.000,00 maka BMT Surya Maspul Belajen mencatat: 
Piutang Jatuh Tempo    Rp 3.500.000,00 
 Pendapatan Bagi Hasil   Rp 3.500.000,00 
 
 
4.2.3 Penyajian  
BMT Surya Maspul Belajen menyajikan pembiayaan mudharabah dalam 
laporan keuangan sebesar jumlah yang tercatat. Adapun, bagi hasil yang sudah 
dibayarkan oleh pengelola dana disajikan sebesar jumlah yang dibayarkan 
sebagai pendapatan bagi hasil sedangkan dana bagi hasil yang belum 
dibayarkan disajikan sebesar jumlah tercatat sebagai piutang jatuh tempo. 
 
 4.2.4 Pengungkapan  
Dalam hal pengungkapan PSAK 105 menyatakan bahwa pengelola dana 
harus mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas 
pada isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian 
hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain, penyaluran dana yang 
berasal dari mudharabah muqayyadah, pengungkapan yang diperlukan sesuai 























 Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sistem pembiayaan mudharabah merupakan suatu kerangka dari 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang telah disusun dengan 
skema pembiayaan yang menyeluruh. Prosedur-prosedur dalam sistem 
pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada BMT Surya Maspul 
Belajen dapat diklasifikasikan atas empat prosedur yaitu prosedur aplikasi 
pembiayaan mudharabah, prosedur realisasi pembiayaan mudharabah, 
prosedur monitoring pembiayaan mudharabah, dan prosedur penutupan 
fasilitas pembiayaan mudharabah. 
2. Kebijakan Akuntansi Mudharabah yang diterapkan oleh BMT Surya 
Maspul Belajen telah sesuai dengan PSAK 105 baik dari sisi karakteristik, 
pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan. Seperti, 
Penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah yang 
dilakukan oleh BMT Surya Maspul Belajen ditentukan secara bersama-
sama antara BMT dan nasabahnya yang pada akhirnya tertuang dalam 
suatu akad/perjanjian dan BMT tidak menetapkan suatu bunga tetap, 
melainkan nisbahnya berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah. 
3. Penerapan Akuntansi Mudharabah pada BMT telah sesuai dengan PSAK 
105 tetapi belum sesuai dengan syariah islam seperti kriteria analisis 
pembiayaan yang menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, 
Capital, Condition, Collateral).   
 
 5.2 Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan 
saran yaitu: 
1. Dalam usaha peningkatan kualitas nasabah yang potensial dan dapat 
dipercaya dalam pemberian pembiayaan, khususnya pembiayaan 
mudharabah ada baiknya bila bagian pemasaran lebih dispesifikasikan 
tugasnya agar tidak terjadi penumpukan tugas. Unit pemasaran 
diharapkan dapat melihat potensi yang ada pada masyarakat, sehingga 
penyaluran dana dapat lebih maksimal dilakukan. Dengan adanya 
penyaluran dana yang baik, tentunya BMT dapat memberikan bagi hasil 
yang besar. 
2. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang diperuntukkan bagi 
usaha kecil dan menengah maka sebaiknya jaminan yang harusnya 
diberikan nasabah pada saat pembiayaan mudharabah diminimalkan 
atau bahkan ditiadakan karena tentunya akan menyulitkan kalangan 
ekonomi lemah. Tingkat resiko yang tinggi dalam pembiayaan dapat 
dihindari, misalnya dengan pembinaan dan monitoring rutin secara 
langsung, tentunya akan dapat meningkatkan produktivitas.  
3. Sebagai lembaga keuangan syariah maka seharusnya BMT Surya 
Maspul Belajen tidak menggunakan kriteria 5C yaitu character, capacity, 
capital, condition, dan collateral dalam melakukan analisis pembiayaan 
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